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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia peradilan telah jauh dipengaruhi oleh perkembangan
peradilan Islam. Salah satunya ialah pada masa Bani Abbasiyyah telah dikenal
istilah hakim agung atau gadhi al-qudha” dan hakim majelis atau qadhi al-majlis.*
Disamping itu kekuasaan pada lembaga peradilan menurut al-Mawardi memiliki
hubungan yang erat dengan pemerintahan dan lembaga peradilan merupakan
wujud dari realita sosial.?

Teknologi informasi juga sangat besar berpengaruh terhadap kehidupan
manusia dalam hal segala bidang. Hal ini secara tidak langsung menuntut badan-
badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali lembaga Peradilan di Indonesia.
Bila sebelumnya administrasi perkara di Pengadilan dilaksanakan secara manual,
memeriksaan perkara dilakukan dimana para pihak yang berperkara di panggil
dialamatnya secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

Salah satu dalil tentang penyampaian informasi dan pesan dapat dilihat

dalam firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 58.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

1 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Musthafa fi ‘llm al-Ushul Jilid 1 (Beirut: Dar al-lhya al-
Arabi, n.d.), him. 450.

2 Al-Mawardiy, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973),
him. 69.



pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat”.?

Ayat ini merupakan ayat yang menerangkan tentang perbuatan baik dan
menyampaikan amanat kepada manusia. Sayid Qutub dalam tafsirnya Fi Dhilail
Qur’an memasukkan ayat ini dalam tema peraturan pokok kehidupan umat Islam.*
Artinya Islam sangat mengutamakan penyampaian suatu pesan atau amanat.
Kaitannya dengan lembaga peradilan sebagaimana yang diungkapkan oleh lbnu
Rusyd bahwa lembaga peradilan memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan
masyarakat.®

Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi putusan, maka pada
hari itu juga putusan dijatuhkan harus di input di Direktori Putusan Mahkamah
Agung RI (one day publish), sebagai tuntutan perkembangan zaman
mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di
pengadilan yang lebih efektif dan efisien, sebagai out put berupa putusan harus
segera diketahui oleh para pencari keadilan.

Administrasi di pengadilan secara elektronik dan tata cara persidangan
secara elektronik (e-litigation), termasuk gagasan yang di kembangkan Dirjen
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang one day minute,
penyelesaian perkara setelah dibacakan putusan pada hari itu sudah harus

diminutasi (one day minute).

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Toha Putera, 2007), him.
124.

4 Sayyid Qutub, Tafsir Fi Dilail Qur’an (Beirut: Daar asy-Syurug, 1992), him. 685.

5 lbnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Mugtashid Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr,
n.d.), him. 2.



Mahkamah Agung sejak tahun 2003 telah terbuka tentang putusan yang
dapat dilihat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, namun belum dibatasi
waktunya, sejak awal tahun 2012 telah membentuk tim monitoring informasi
perkara yang tugas utamanya menegur jika ada informasi perkara yang belum
publish di website padahal perkaranya sudah putus. Tim monitoring ini
melaporkan temuannya kepada Panitera Mahkamah Agung setiap akhir minggu.
Pada tahun 2018 ditegaskan agar putusan diinput dalam Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI. Pada hari itu juga pada hari pembacaan putusan. Dan
dipertegas tentang menerapkan “one day publish” memang diluncurkan terkait
keikutsertaan kepaniteraan dalam kompetisi pelayanan publik, namun
sesungguhnya hal tersebut merupakan komitmen lama yang dibangkitkan kembali
secara sistematis. ©

Sesuai pedoman minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya
14 hari sejak putusan di ucapkan, terdapat kalimat “selambat-lambatnya 14 hari”
dan jika dilakukan minutasi pada hari pembacaan putusan (one day minute) hal ini
tidak bertentangan dengan ketentuan pada umumnya. Perkembangan teknologi
memungkinkan one day minute, dari hal tersebut di Mahkamah Agung dan 4
(empat) badan peradilan di bawahnya menerapkan pelayanan prima dengan

memberlakukan one day publish dan one day minute.’

6 Admin, “Informasi Kepaniteraan,” diakses Maret 23, 2021, http://pn-
pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan.

" Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Adminisrtasi Peradilan Agama Buku Il (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 43.



Maksud dari one day minute atau minutasi satu hari bahwa perkara yang
putus maka berkas harus sudah di minutasi pada hari tersebut sedangkan one day
publish adalah perkara yang sudah putus maka pada hari itu juga putusan
langsung dipublikasikan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung.?

Berangkat dari wawancara awal Penulis dengan H. Abang Muhammad
Hasbi, S.H sebagai Ketua Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin memberikan
uraian bahwa laju dalam tercapainya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran
Perkara) terjadinya kekompakan yang sangat baik, tetapi dibalik itu dibutuhkan
tim yang banyak dan ekstra waktu yang begitu panjang untuk mencapainya one
day minutaion ini dalam merangkap di waktu untuk satu hari saja di terbitkan di
Badilag. Dimasa pandemi ini angka perkara ditahun 2021 melambung tinggi
sehngga dalam mencapainya one day publish dan one day minute juga
membutuhkan waktu yang cepat untuk penyelesaiannya sehingga staff yang
bukan di bagian bidangnya ikut turut serta untuk membantu dalam membantunya
one day publish dan one day minute.®

Sedangkan menurut ibu Rubyanti, S.H selaku panitera pengganti
memberikan pendapatnya tentang one day publish dan one day minute pada
kejadian dilapangan begitu khususnya di bagian IT begitu banyak permasalahan
yang muncul baru dimulai dari sisi pengimputan data begitu banyak berantakan di

karena kan hari demi hari begitu banyak pergantian staff/panitera untuk

8 Elsi Indah A, “One Day Minute One Day Publish dan One Day Send Salah Satu Bentuk
Pelayanan Prima Pegadilan Tinggi Agama Gorontalo,” diakses pada 13 April 2022.

® Abang Muhammad Hasbi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Januari 2022.



menghandle hasil putusan perkara mungkin dari segi tertumpuknya berkas
perkara, banyak nya kesalahan pengetikan dalam hasil putusan dan pututsan yang
belum diinput oleh majelis hakim ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran
Perkara) maka perkara tersebut belum bisa diminutasi oleh panitera muda gugatan
atau permohonan. Minutasi dan publikasi yang sangat cepat juga terkadang
menjadikan publikasi kurang baik, karena kerap ditemukan data yang ada di
direktori berbeda dengan diterima langsung oleh para pihak khususnya dalam
perkara perceraian dan isbat nikah.*® Berperkara di Pengadilan Agama adalah
memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam dan untuk
mendapatkan pelayanan yang prima di keluarkan suatu kebijakan dari Direktorat
Jendral Peradilan Agama yakni one day minute dan one day publish.

Dengan adanya kebijakan one day minute dan one day publish maka
muncul masalah apakah pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan
data awal yang Penulis dapat ialah bahwa setiap bulan keluar rapor untuk
Pengadilan Agama se-Indonesia. Pengadilan Agama Banjarmasin sendiri
menempati posisi 138 pada bulan Maret dan menempati posisi 150 pada Kategori
I11 penanganan perkara pada bulan April.**

Ini nampak menunjukkan adanya kesenjangan implementasi one day
publish dan one day minute dengan asas hukum yakni kepastian hukum itu
sendiri. Disamping itu justru implementasi dari asas peradilan agama yakni

sederhana, cepat, dan biaya ringan juga tidak berjalan dengan baik.

10 Rubyanti, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 Januari 2022.

11 Data Rapor Kinerja Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Dari uraian inilah Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di
Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan judul “Implementasi One Day Publish

Dan One Day Minute di Pengadilan Agama Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah
Agar peneliti mudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti merumuskan
permasalahan menjadi dua pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam
penulisan skripsi. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah:
1. Bagaimana penerapan dari one day minute dan one day publish di
Pengadilan Agama Banjarmasin.?
2. Apa kendala dalam penerapan one day minute dan one day publish di

Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk
mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan dari one day minute dan one day publish di
Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan one day minute dan one day

publish di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian
Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat

memberikan manfaat antara lain:



1. Dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat pada
umumnya dan pencari keadilan pada khususnya tentang layanan one day
publish dan one day minute di Pengadilan Agama termasuk dampak yang
ditimbulkan.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala pikir oleh
masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dalam
layanan one day publish dan one day minute di Pengadilan Agama sebagai
realisasi pelayanan prima.

3. Dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Akademisi dan Praktisi
dalam merealisasikan pelayanan prima dengan menerapkan one day
publish dan one day minute.

4. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda
dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya
perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.
Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:
1. Implementasi
Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran
kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor

kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan



kebijakan.?? Adapun implementasi ialah pelaksanaan atas adanya sebuah
kebijakan yang dikeluarkan sebagai suatu output. Pada penelitian ini
implementasi yang diteliti ialah kebijakan one day publish dan one day
minute di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. One Day Publish dan One Day Minute

Menurut kamus bahas Inggris one berarti satu,”® day adalah hari**,
publish adalah khalayak®> dan minute adalah laporan. One day publish adalah
maklumat palayanan kepada publik bahwa Pengadilan akan mempublish
informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus dalam
Direktori Putusan. Minutasi sendiri tidak hanya minutasi berkas perkara pada
SIPP melainkan minutasi hingga berkas putusan dicetak dan dijahit.

Minutatasi adalah istilah yang digunakan pada setiap tingkatan
pengadilan, baik itu pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan
tingkat kasasi. Minutasi berasal dari kata “minut” yang berarti asli. Jadi
minutasi berarti pengaslian. Maksudnya, surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang telah ada, dibuat secara formal atau asli serta telah
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sehingga pengertian One day
minute adalah pada saat putusan dijatuhkan pada hari itu juga telah dilakukan

minutasi.

2 purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), him. 21.

13 Ahmad Fanani, Kamus Populer Lengkap Indonesia-Inggris (Malang: Literindo, 2015),
him. 2.

4 1bid, him. 49.

15 1bid, him. 70.



2. Pengadilan Agama

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, memberikan pengertian (1) Peradilan Agama adalah
peradilan bagi orang-orang yang beragama lIslam (2) Pengadilan Agama
adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan
Peradilan Agama. Dengan batasan penelitian pada Pengadilan Agama
Banjarmasin yaitu Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta
konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian
ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun kajian pustaka
terdahulu yang didapatkan oleh penulis dengan permasalahan yang berkaitan
dengan judul yang diangkat oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, skripsi Zainul Majdi (2020) dari Universitas Islam Malang yang
berjudul “Praktek Sidang Cepat Diluar Aturan KUHAP demi Efisiensi
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang”. Di dalam skripsi
tersebut membahas tentang praktek persidangan cepat seperti contoh yaitu
pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan pemanggilan satu
persatu dalam persidangan dan itu sudah diatur dalam Undang Undang
Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 48 Tahun 2009 secara umum, maka

persidangan cepat tidak dilihat dari formalitas melainkan pada jalannya peradilan,
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selain itu kehadiran model persidangan yang baru E-Litigasi ini adalah suatu
terobosan yang bagus agar masyarakat yang mempunyai perkara yang diajukan ke
pengadilan cepat terselesaikan sesuai harapan masyarakat yang berperkara.*® Ada
beberapa kemiripan penelitian ini dengan Penulis yakni terkait dengan
penyelesaian perkara dan berkas perkara di Pengadilan. Hanya saja Penulis
berfokus pada penerapan One Day Minute dan One Day Publish serta efektivitas
dan administrasinya di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Kedua, skripsi Fazrin Yohana Effendy (2017) dari Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan
Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparasi sistem manual
dan sistem audio to text recording)”. Di dalam skripsi ini membahas mengenai
prosedur pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual & sistem Audio to
Text Recording serta untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pencatatatn
perkara dengan sistem manual dan sistem ATR. *7 Skripsi tersebut dengan skripsi
penulis memiliki kesamaan yaitu jenisnya adalah penelitian lapangan (field
reserch) dan juga menggunakan data primer serta data sekunder. Sedangkan
perbedaannya penulis berfokus pada implementasi One Day Minute dan One Day

Publish serta keefektifitasannya di Pengadilan Agama Banjarmasin dan skripsi

16 Zainul Majdi, “Praktek Sidang Cepat Diluar Aturan KUHAP demi Efisiensi
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang” (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas
Islam Malang, 2020), him. 98.

17 Fazrin Yohanan Effendy, “Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang (Studi komparasi sistem manual dan sistem audio to text recording)” (Skripsi,
Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), him. 77.
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Fazrin Yohana Effendy ini berfokus kepada sistem manual dan ATR pada
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ketiga, skripsi Siti Rohimah (2021) UIN Antasari Banjarmasin dengan
judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Aspek Keadilan
Dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.
Mtp”. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus (case approach)
sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (field reserch).*® Skripsi dari
Siti Rohimah ini membahas analisis putusan tentang aspek keadilan, kepastian
dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini jelas berbeda karena mengkaji aspek
keadilan harta dalam sebuah penelitian normatif, sedangkan peneliti
memfokuskan pada sistem implementasi One Day Minute dan One Day Publish di
Pengadilan Agama Banjarmasin.

Keempat, skripsi dari Muhammad Arief Ridha Rosyadi (2021) UIN
Antasari Banjarmasin dengan judul “Implementasi Aplikasi E-Court di
Pengadilan Agama Samarinda”. Menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan
pendekatan yuridis sosiologis yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian
dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam pengumpulan datanya dengan
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan dari penulis
bahwasanya e-Court di Pengadilan Agama Samarinda walaupun telah sesuai
dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma)

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

18 Siti Rohimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Aspek Keadilan
Dalam Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Mtp” (Skripsi,
Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2021), him. 105.
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Secara Elektronik namun belum sepenuhnya optimal apabila dihubungkan dengan
kendala yang dihadapi. Akan tetapi Pengadilan Agama Samarinda berupaya dan
bergegas dalam memeriksa dan meneliti hal-hal yang kurang atau menyimpang
dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik ini dan
memperbaikinya sehingga kembali normal.* Penelitian ini mengkaji tentang
implementasi e-court, meskipun ada kesamaan terkait pemeriksaan dan proses
perkara di Pengadilan, akan tetapi jauh berbeda dengan penelitian Penulis. Penulis
meneliti tentang implementasi One Day Minute dan One Day Publish serta
kendala dan dampaknya di Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis juga tidak
menggunakan penelitian kualitatif melainkan penelitian penelitian lapangan (field
reserch).

Kelima, skripsi dari Anton Kurnia Mardiansyah (2018) UIN Raden Intan
Lampung dengan judul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan
Bbiaya Ringan Menurut Undang Undnag Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Study Pengadilan Agama Kalianda)”. Skripsi
ini membahas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di
Pengadilan Agama Kalianda sebenarnya telah sesuai dengan asas tersebut karena
Pengadilan Agama Kalianda sudah bekerja dengan ketentuan Hukum Acara
Perdata di Peradilan Indonesia, Namun tetap saja masih sedikit terjadi kendala
atau hambatan dalam proses pelaksanaanya. Adapun yang menjadi faktor
penghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan

Agama Kalianda disebabkan dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ada pula

19 Muhammad Arief Rridha Rosyadi, “Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan
Agama Samarinda” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2021), hIm. 108.
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faktor lain seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat
merugikan masyarakat pencari keadilan. 2° Persamaannya dengan skripsi penulis
yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research), melaksanakan
wawancara dan dianalisis hasil wawancara tersebut. Perbedaannya skripsi ini
berfokus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama dan figih siyasah sedangkan yang akan penulis teliti berfokus
pada kebijakan one day minute dan one day publish di Pengadilan Agama

Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan
masalah-masalah mengenai One Day Publish dan One Day Minute ke dalam 5
(Lima) bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan merupakan pendahuluan meliputi latar belakang
masalah, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan
penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, tinjauan pustaka, sistematika
penulisan. Bab pendahuluan ini menggambarkan bagian awal penelitian yang
menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang ilmiah.

Bab Il Landasan Teori, pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah
yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung
dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun teori yang digunakan terkait dengan minutasi dan publikasi di Pengadilan

20 Anton Kurnia Madriansyah, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Ccepat, dan
Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tentag Pperadilan Agama dan Figih Siyasah
(Study Pengadilan Agama Kalianda) (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2018), him. 98.
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Agama serta asas-asas Peradilan Agama. Bab ini merupakan bab yang menjadi
dasar pertimbangan analisis pada bab selanjutnya.

Bab 11l Metode Penelitian, yang di dalamnya terdapat jenis dan sifat
penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang
data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah
data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisa dituangkan
dalam analisis data. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan langkah atau
tata cara dilakukannya penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data atau laporan
hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. Data yang telah disajikan kemudian
dilakukan analisis dan disandingkan dengan teori sebelumnya, sehingga akan
diketahui implementasi one day minute dan one day publish kaitannya dengan
ketentuan hukum. Pada bab ini juga akan didapatkan hasil penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi

terhadap penelitian.
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